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ABSTRAKSI 
(Dian Mitami, 2013). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah 
(SIMDA) keuangan pada Pemkab Pangkep. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pembimbing (1) Dr. Syarifuddin SE, 
M.Soc, Sc, Ak (2) Nadhirah Nagu SE, M.si, Ak. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 
penerapan SIMDA keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(DPKAD) Pemerintah Kabupaten Pangkep, serta mengetahui faktor-faktor dan 
nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh DPKAD Pangkep sehingga mampu 
menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari 
penerapannya. Responden dalam penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari 
pegawaii DPKAD Pangkep yaitu pegawai bagian penatausahaan, pegawai 
bagian penganggaran, pegawai bagian akuntansi dan pelaporan serta kepala 
DPKAD pangkep. 
 Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para 
responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap 
aktivitas-aktivitas para pegawai DPKAD pangkep serta studi dokumentasi atas 
dokumen-dokumen terkait. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan 
tersebut dianalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
fenomenologi. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai DPKAD 
Pangkep sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran 
pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. Faktor-faktor 
yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu 
komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun 
nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang penerapan SIMDA keuangan yaitu 
integritas, profesionalisme, komitmen, sinergi serta kesempurnaan 
Kata Kunci : akuntansi, SIMDA Keuangan, faktor-faktor, penerapan, nilai-nilai, kualitas 
informasi 
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ABSTRACT 
(Dian Mitami, 2013). Finance SIMDA Implementation in the DPKAD Pangkep. 
Thesis Department of Accounting Faculty of Economics and Bussines, University 
of Hasanuddin. Supervisor : (1) Dr. Syarifuddin SE, M.Soc,Sc, Ak (2) Nadhirah 
Nagu SE, M.Si, Ak 
 This study aiming to obtain an overview of the implementation of financial 
SIMDA on Departement of finance and assets management area (DPKAD) 
Pangkep and to know the factors and values held by supports of DPKAD finance 
SIMDA so as to apply early and the information generated from the 
implementation of SIMDA Keuangan. Responden in the study as much as 4 
(four) people consisting of DPKAD Pangkep is officer in the administration, officer 
in the budgeting, officer in the accounting and reporting, and head of DPKAD 
Pangkep. 
 Data were collated through direct interviews with the responden using an 
interview guide, direct observation of the activities of employees DPKPD 
Pangkep and documentation study of related documents. The interviews and 
data collected were analyzed by using descriptive method of phenomenological 
approach. 
 Results from the study showed that in general employees DPKAD 
pangkep already understand the meaning of finance SIMDA, overview of the 
implementation of the related with data output and input, the factors that have to 
support the implementation of finance SIMDA, namely : communication, human 
resources, the attitude/disposition and bureaucratic structure. While the values 
held to support the implementation of finance SIMDA, namely : integrity, 
professionalism, commitment, synergy, and perfection. 
 
Key words : finance SIMDA, the factors, implementation, and values  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah 
merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah 
pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah 
dalam pelaksanaan otonomi daerah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 
sebagai berikut : 
“ ....Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan....” 
  Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, 
menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan 
pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat 
pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan 
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran (PA) diwajibkan untuk 
menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan.  
Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah 
daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat 
mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Hal ini disebabkan oleh 
terjadinya peningkatan total volume anggaran dan belanja daerah (APBD) dari 
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tahun ke tahun.Menurut data ringkasan APBD tahun 2008-2009 Provinsi 
Sulawesi Selatan, total volume pendapatan daerah mencapai 2.026.082.000.000 
pada tahun 2008 dan meningkat sebesar 9,1% pada tahun 2009 sebesar 
2.209.465.000.000. Demikian halnya dengan total volume anggaran belanja 
daerah meningkat sebesar 8,6% dari 1.979.220.000.000 pada tahun 2008 dan 
sebesar 2.288.469.000.000 pada tahun 2009. Menurut sisi akuntansi hal tersebut 
menunjukkan terjadinya peningkatan volume transaksi keuangan pemerintah. 
Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan 
peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu 
pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola 
keuangan daerahnya.  
Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah 
diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan 
daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 tahun 2001 tentang 
informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut. 
“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang 
sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan 
kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi 
keuangan daerah kepada pelayanan publik”  
Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam 
bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut sistem informasi 
manajemen daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu 
sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan 
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proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis 
kinerja.  
P.Siagian (dalam Ridwan, 2009) menyatakan bahwa. 
“Pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan 
tetapi sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktifitas 
kerja organisasi atau perusahaan baik pada tingkat individu, kelompok 
maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan 
dapat ditingkatkan dengan pemanfataan teknologi tersebut.” 
BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai 
pengemban amanat  pembina penyelenggara sistem pengendalian intern 
pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA 
Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik 
pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 13 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  SIMDA Keuangan merupakan suatu 
sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan 
proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis 
kinerja 
Dalam rangka mengemban amanat PP Nomor 56 tahun 2005 untuk 
memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA 
Keuangan,sebanyak sebelas pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 
telah menerapkan SIMDA Keuangan, salah satunya adalah Pemerintah 
Kabupaten Pangkep yang telah berhasil menerapkan SIMDA Keuangan secara 
menyeluruh.Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk 
menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, 
lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta 
mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik pada umumnya 
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&penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem 
pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.  
Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh 
tentang penerapan SIMDA Keuangan khususnya tentang pemahaman pegawai, 
faktor-faktor pendukung penerapan SIMDA Keuangan serta kualitas informasi 
yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan, maka penelitimengambil judul 
sebagai berikut. ”Analisis Penerapan Sistem informasi Manajemen Daerah 
(SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pangkep” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Bagaimana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan dan 
gambaran pelaksanaan SIMDA Keuangan pada Pemkab Pangkep ? 
b. Apa saja faktor-faktor pendukung yang dimiliki Pemkab Pangkep 
sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan ? 
c. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA 
Keuangan pada Pemkab Pangkep ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai. 
a. Sejauh mana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan dan 
gambaran tentang pelaksanaan SIMDA Keuangan pada Pemkab 
Pangkep. 
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b. Apa saja faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Pemkab Pangkep 
sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan. 
c. Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan. 
 
1.4 Kegunaan penelitian 
 Penelitian ini digunakanuntuk. 
a. Peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang SIMDA Keuangan, 
faktor-faktor pendukung serta kualitas informasi yang dihasilkan dari 
penerapan SIMDA Keuangan. 
b. Pemerintah Daerah : 
- Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan SIMDA Keuangan 
tentang faktor-faktor pendukung dalam penerapannya di lapangan 
dan langkah-langkah untuk mewujudkan/mencapai faktor-faktor 
tersebut serta kualitas informasi yang dihasilkan dari 
penerapannya.  
- Sebagai referensi mengenai penerapan SIMDA Keuangan. 
c. Akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-
penelitian selanjutnya. 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Bab I Pendahuluan 
 Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 
penulisan. 
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Bab II Tinjauan pustaka 
Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan 
dalam penelitian yaitu pengertian sistem informasi manajemen 
(SIM), manfaat penggunaan komputer di dalam SIM, konsep 
sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)keuangan, teori 
implementasi kebijakan publik dan kerangka pemikiran. 
 Bab III Metode Penelitian 
 Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, mencakup 
pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian.  
 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Pada bab ini berisi tentang profil Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pangkep dan gambaran pelaksanaan SIMDA Keuangan dan 
pembahasan tentang penerapannya pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pangkep 
 Bab V Penutup 
 Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses 
merangkum hasil penelitian, saran yang melibatkan hubungan 
antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu 
sendiri baik secara praktis, teoritis dan metodologis serta 
keterbatasan penelitian. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 
 Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, 
informasi dan manajemen. Menurut Sutanta (2003:3) sistem adalah “sekumpulan 
hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang 
dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan 
untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”.Sutanto 
(2007:46)mendefenisikan informasi sebagai “hasil pengelolaan data yang 
memberikan arti dan manfaat”.  manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2007:58) 
sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan 
sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”. 
Menurut Mcleod (2010:11)“sistem informasi manajemen (SIM) merupakan 
sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang 
memiliki kebutuhan yang sama”. Menurut Kumorotomo (2004:7)  “sistem 
informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan 
pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi”. Lebih lanjut  
Kumorotomo (2004: 9) menjelaskan bahwa  “unsur-unsur yang mewakili suatu 
sistem informsi secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing), 
dan keluaran (output)”. 
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2.2 Manfaat dan KualitasInformasi 
2.2.1 Manfaat Informasi 
Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikanmanfaat kepada 
para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut Sutanta 
(2003:11) adalah : 
1. Menambah pengetahuan 
Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan. 
2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi 
Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi 
dapat diketahui sebelumnya. 
3. Mengurangi risiko kegagalan 
Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang 
akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi 
kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang 
tepat. 
4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan 
Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga 
mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan. 
5. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan 
pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh. 
 
 
9 
 
 
 
2.2.2 Kualitas Informasi 
Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan 
melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Ahituv dalam Jogiyanto 
(2007:16) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan 
menggunakan lima macam karakteristik, yaitu : 
1. Akurasi (accuracy) 
2. Ketepatan waktu (timelines) 
3. Relevan (relevance) 
4. Agregasi (agregacy) 
5. Pemformatan (formatting) 
Swanson dalam Jogiyanto (2007:16) mengukur kualitas informasi dengan 
pengukuran keunikan (uniqueness), ketepatan (conciseness), kejelasan (clarity) 
dan keterbacaan (read ability). 
 
2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 
Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi 
komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah 
daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan 
kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di 
setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat 
dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan 
keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan 
monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu 
upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, 
lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi 
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pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog 
publik dalam perumusan kebijakan. 
 
2.3.1 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 
 Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah : 
a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama 
penerima koneksitas jaringan SIMDA; 
b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi 
unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA; 
c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian 
fisik maupun penyerapan dananya; 
d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen;dan 
e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good governement. 
Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 
sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah 
sebagai berikut : 
a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama; 
b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data 
terjamin); dan 
c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan 
dimana: 
1. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang 
berlaku, dan 
2. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen 
pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan. 
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2.3.2 Klasifikasi SIMDA 
 SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu : 
a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam 
pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan; 
b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga 
sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan 
c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-
msing dinas/ lembaga. 
 
2.3.3 Unsur SIMDA 
Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), 
yaitu. 
a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, 
lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs 
pelayanan publik; 
b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia 
layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan 
pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang 
terkait; 
c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung 
yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan 
dokumen elektronik; dan 
d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk 
perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung 
pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. 
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2.4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan 
Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program 
aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan 
keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, 
penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. 
 
2.4.1 Perkembangan SIMDA Keuangan 
SIMDA Keuangan mengalami tiga tahapan perubahan, yaitu. 
1. SIMDA Ver. 1.0 
Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan 
yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. 
Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 
2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan 
daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan 
draft sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan 
saat itu. Sistem ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasil 
diaplikasikan pada sembilan pemerintahan daerah. 
2. SIMDA Ver. 2.0 
Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi 
sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan 
yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 
Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dan PP No. 58 
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Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai 
aplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sistem ini 
berhasil diimplementasikan di 28 pemerintahan daerah. 
3. SIMDA Ver. 2.1 
SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling update 
yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan 
acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 
2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri No. 13 
Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem 
ini mulai mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang 
masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan 
adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah 
melalui Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas 
Permendagri No. 13 Tahun 2006. 
2.4.2 Output yang dihasilkan 
 Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah : 
1. Penganggaran 
a. Rencana Kerja Anggaran (RKA); 
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan 
c. Surat Penyediaan Dana (SPD); 
2. Penatausahaan  
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
b. Surat  Perintah Membayar (SPM); 
c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 
d. Surat Tanda Setoran (STS); 
e. Register; dan 
f. Surat pengendalian lainnya. 
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3. Akuntansi dan Pelaporan 
a. Jurnal; 
b. Buku besar; 
c. Buku pembantu; 
d. Laporan realisasi anggaran; 
e. Laporan arus kas; dan  
f. Neraca. 
Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan : 
a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran; 
b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan; 
c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan 
d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan. 
 
2.4.3 Fungsi Program Aplikasi Simda Keuangan 
Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah : 
1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban); 
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat; 
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; 
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan 
digunakan oleh pengguna laporan; dan 
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit 
manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit. 
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2.4.4 Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan 
Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan 
adalah: 
1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat 
menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan; 
2. Berbasis windows; 
3. Validasi Inputan data lebih terjamin; 
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas; 
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan 
pencatatan akuntansi; dan 
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran. 
Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah 
manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya: 
1. Sesuai Peraturan 
Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem 
informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis 
telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan 
pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan 
dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang 
berlaku.  
2. Kesinambungan Maintenance 
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Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota propinsi, maka 
pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan 
optimal.  
3. Transfer of Knowledge 
Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya 
transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi 
aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. 
Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam 
kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah 
diorientasikan “satu kali untuk selamanya.” 
4. Terintegrasi 
SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah 
mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah 
yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta 
pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan 
antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses 
penjurnalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan 
yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga 
pelaporannya pada waktu yang bersamaan. 
2.4.5 Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan 
Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA ini dapat 
dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program 
aplikasilainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat 
mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer 
pengguna yang ingin dipasangprogram tersebut. Hal inilah yang membuat 
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SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk 
dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.  
Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA, hanya 
dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang 
nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dana 
yang dibutuhkan untuk proses asitensi implementasi ataupun pendidikan dan 
pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-
masing pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan 
dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya. 
 
2.4.6 Sumber Daya Manusia 
Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan 
ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, 
diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun 
pihak pemerintah daerah sebagai counterpart. BPKP menyediakan satu tim 
asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggung 
jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada 
besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah 
daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga 
administrator database, asisten administrator dan timnya, serta seluruh 
pengguna SIMDA (khususnya bendahara) pada level Satker. Khusus untuk 
administrator database SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam 
menggunakan komputer, program database, memahami  pentingnya 
pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi 
teknologi. 
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Proses transfer knowledge dilakukan dengan metode yang berbeda bagi 
masing-masing tipe counterpart. Metode tandem atau pendampingan digunakan 
untuk mendidik dan melatih administrator database. Metode ini adalah suatu cara 
mengenali secara dalam dari business process program aplikasi SIMDA 
Keuangan bagi administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi 
dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat 
permasalahan, khususnya troubleshooting. Metode Pendidikan dan Pelatihan 
(Diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang 
penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan 
Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan 
anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. 
 
 
2.5 Teori Implementasi Kebijakan  
Implementasi kebijakan adalah “suatu proses dinamika yang mana 
meliputi interaksi banyak faktor”(Grizzle dan Pettijohn: 2002). Pendekatan yang 
digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada 
teori yang dikemukakan oleh George C.Edward III. Menurut Edward dalam 
Subarsono (2005:90)  “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh  empat variabel 
yaitu komunikasi (Communications), Sumber daya (resource), Sikap (diposition) 
dan struktur birokrasi (bureucratic structure)”. Keempat variabel tersebut 
dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki 
hubungan yang erat. 
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1) Komunikasi 
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam 
pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan 
demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. 
Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 
dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun 
tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang 
amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan 
interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang 
bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah 
sebuah implementasi dapat terlaksana. 
Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua 
personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan 
tujuan dari sebuah kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat 
ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya implementor tidak mengerti apa 
sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan bingung 
dengan apa yang akan dilakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan 
mendapatkan hasil yang optimal.  
2).  Sumberdaya 
Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar 
efektif. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para 
pelaksana, informasi yang relevan, serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan 
pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya 
wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang 
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diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk 
melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia 
yang tidak memadai (Jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat 
dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan 
pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka 
hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan para 
pelaksana untuk melakukan penerapan kebijakan. Untuk itu, perlu adanya 
manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerjanya. Informasi 
merupakan sumber daya lainnya yang penting bagi pelaksana kebijakan. 
Terdapat dua bentuk informasi, yaitu : 
a. Informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan serta bagi 
pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan 
b. Informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan 
undang-undang. 
Selain SDM dan informasi, sumber daya lain yang juga penting adalah 
kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan 
untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan 
staf, maupun pengadaan supervisor serta fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk 
melaksanakan kebijakan seperti kantor, dan peralatan  
3) Disposisi atau sikap 
  Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implemeentor, 
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. 
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka sebuah kebijakan akan 
dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 
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kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda 
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi 
tidak efektif. 
4) Struktur Birokrasi 
  Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu 
dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 
operasi yang standar (standar operating prosedures atau SOP). SOP menjadi 
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang 
terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan  
red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks serta menyebabkan 
aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
2.6 Nilai-Nilai Pendukung Implementasi Kebijakan 
  Penerapan kebijakan harus didukung oleh nilai-nilai dari aparatur 
pelaksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan dapat berjalan efektif. Nilai-
nilai pendukung yang hendaknya dimiliki oleh aparatur Dinas Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Pangkep sebagai aparatur pelaksana 
kebijakan adalah sebagai berikut : 
1. Integritas  
Integritas dalam hal ini adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak 
dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-
prinsip moral. 
2. Profesionalisme 
Profesionalisme berarti bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar 
kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang 
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tinggi. Tanggung jawab dalam hal ini berkaitan erat dengan akuntabilitas. 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban 
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 
seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. 
Melalui penerapan nilai akuntabilitas, maka suatu proses pengambilan 
keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.  
3. Sinergi  
Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal 
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas 
4. Pelayanan  
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan 
yang dilakukan dengan sepenuh hati. Adapun indikatornya, antara lain : 
a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses 
penyusunan dan implementasi kebijakan 
b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas 
diperoleh dan tepat waktu. 
5. Kesempurnaan  
Kesempurnaan dalam hal berkaitan dengan senantiasa melakukan upaya 
perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik  
2.7 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh 
Niftahusaadah (2010), dalam penelitiannya berjudul persepsi satuan kerja 
perangkat daerah terhadap pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah 
sebelum dan sesudah pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah 
23 
 
 
 
(SIMDA) keuangan pada pemerintah Kota Bandung menggunakan metode 
deskriptif komparatif  untuk membandingkan persepsi SKPD terhadap 
pembuatan LKPD sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan. 
Pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan 63 
Responden.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut 
adalah Wilcoxon Signed Rank Test.  
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: (1) persepsi SKPD 
terhadap pembuatan LKPD sebelum pemanfaatan SIMDA Keuangan adalah 
“cukup baik”, sedangkan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan adalah 
“sangat baik”, maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan persepsi SKPD, 
(2) dari pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi 
SKPD terhadap pembuatan LKPD di Pemerintah Kota Bandung sebelum dan 
sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan, hal ini menunjukkan efektivitas 
pemanfaatan SIMDA Keuangan dalam mendukung penyusunan LKPD,dan (3) 
adanya perbedaan persepsi antara BPK dan SKPD terhadap hasil laporan 
keuangan Pemerintah Kota Bandung sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan.  
 
2.8 Kerangka Pikir 
Sesuai dengan amanat PP Nomor 56 tahun 2005 yang mewajibkan setiap 
pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses 
pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah. Maka BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai auditor 
internal dan pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah 
(SPIP) merancang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan 
yang diperuntukkan kepada pemerintah daerah.  
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Meskipun telah diamanatkan dalam PP Nomor 56 tahun 2005, namun 
pelaksanaan akuntansi oleh pemerintah daerah tidak sedikit yang masih 
menggunakan sistem manual. Salah satu pemerintah daerah yang telah 
memanfaatkan tekhnologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan adalah 
Pemerintah Kabupaten Pangkep dan 10 kabupaten/kota lainnya yang berada di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai 
penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Daerah khususnya pada 
Pemerintah Kabupaten Pangkep dengan model kualitatif pendekatan 
fenomenologi.Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 
maka dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah di 
lapangan (natural setting). Data wawancara dan dokumentasi hasil penelitian 
dilakukan analisis dan validasi. Analisis terdiri dari organisasi data, pemahaman 
untuk menemukan tema dan interpretasi dengan dikaitkan pada teori/konsep 
maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dengan menggunakan metode 
fenomenologi akan menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau 
fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa 
individu. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang alami, sehingga tidak ada 
batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Creswell 
(1994) menyebutkan bahwa“dalam studi fenomenologi yang diteliti adalah 
pengalaman manusia melalui deskripsi dari orang yang menjadi partisipan 
penelitian, sehingga peneliti dapat memahami pengalaman hidup partisipan”. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 
pengumpul data. Beberapa instrumen selain manusia seperti alat perekam serta 
pedoman untuk wawancara dan observasi digunakan hanya sebagai pendukung 
tugas peneliti sebagai instrumen. Pedoman untuk wawancara dan observasi 
yang dibuat khusus pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 
tentang gambaran penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 
Keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pemkab 
pangkep sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Peran peneliti 
dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh dan kehadiran peneliti 
diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan. 
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3.3 Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas PengelolaKeuangan 
dan Aset Daerah (DPKAD) pada Pemerintah Kabupaten Pangkep yang 
merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang telah menerapkan SIMDA 
Keuangan di Prov.Sulawesi Selatan. DPKADberlokasi di Jalan Sultan 
Hasanuddin Komp. Kantor Daerah Kabupaten Pangkep. 
 
3.4 Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada 
DPKAD Pemkab Pangkep serta dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran 
umum, struktur organisasi dan job description.Sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif menurut Lofland (1984) adalah kata-kata dan tindakan. 
Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan 
wawancara langsung kepada informan kunci. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya 
yang berkaitan dengan objek penelitian. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
1. Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan 
mendalam (Indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait 
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langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang 
sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 
orang-orang yang dianggap memiliki informan kunci (key informan) yang 
dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai 
tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah 
penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian penatausahaan, 
penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian anggaran, 
penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian akuntansi dan pelaporan, 
dan aktor-aktor lainnya yang memiliki wewenang untuk mengoprasikan 
SIMDA Keuangan. Pemilihan key informan yang berperan dalam proses 
pengoperasian SIMDA Keuangan ini bertujuan meningkatkan validitas 
informasi yang disampaikan. 
2. Observasi 
Observasi digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat 
gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau 
situasi yang alami atau sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi 
sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses 
akuntansi serta kendala-kendala dalam pelaksanakan penerapan SIMDA 
Keuangan dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Hal ini 
dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu 
dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
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3. Studi Dokumentasi 
Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan 
masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian 
yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. 
Materi yang diperlukan dalam penelitian penerapan SIMDA Keuangan 
pada DPKAD Pangkep adalah : 
1. Data mengenai profil DPKAD Pangkep mencakup: visi, misi, 
struktur organisasi, sumber daya manusia, serta gambaran 
penerapan SIMDA Keuangan pada DPKAD Pangkep 
2. Data informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan 
SIMDA Keuangan.  
 
3.6 Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). 
Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum melakukan 
penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk 
mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan SIMDA 
Keuangan. 
Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah : 
a. Data dari wawancara,observasi dan dokumentasi diorganisir 
kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian, 
b. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya, 
c. Mencari keterkaitan antara tema, 
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d. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema 
dengan menggunakan teori yang relevan, dan 
e. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analisis kontekstual 
yang disajikan dalam bab V. 
 
3.7 Pengecekan Validitas Temuan 
Validasi data dilakukan dengan menggunakanmetode triangulasi antara 
sumber data dan data itu sendiri. 
a. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menggunakan 
informan yang berbeda untuk melakukan cross check dan 
penelusuran data sekunder. 
b. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil 
interpretasi data kepada informan, untuk mendapatkan 
masukan,koreksi, atas kesalahan dan menghindari subjektifitas 
sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
31 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
Hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri dari profil Dinas Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkab Pangkep, gambaran 
implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, dan 
pembahasan atas hasil penelitian pada DPKAD Pemkab. Pangkep. 
4.1  Profil DPKAD Pangkep 
 Profil DPKAD Pangkep ini terdiri dari visi misi, nilai, sasaran, strategis, 
tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan 
prasarana DPKAD Pemkab Pangkep. 
4.1.1  Visi  
Visi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep adalah  
mewujudkan visi Kabupaten Pangkep dengan optimalisasi pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efisien dan efektif. Hal itu untuk 
mengaktualisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep 
periode 2011-2015 yang mengedepankan paradigma maju, mandiri dan relijius. 
4.1.2 Misi  
Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Dinas Pengelola Keuangan 
Daerah Kabupaten Pangkep adalah: 
1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang 
terukur dan berkualitas  
2. Meningkatkan tata kelola keuangan serta aset daerah yang professional  
32 
 
 
 
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya perbendaharaan, akuntansi anggaran 
pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal. 
4.1.3 Nilai 
Nilai yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Dinas Pengelola Keuangan 
Daerah adalah (1) Jujursebagai simbol dari akuntabel dan transparan; (2) Ikhlas 
sebagai simbol dari proporsional, profesional, harmonis demi kesejahteraan 
semua fihak; (3) Teratursebagai simbol dari pelaksanaan sistem dan prosedur 
yang tidak bertentangan dengan hukum; dan (4) Uletsebagai simbol dari rutinitas 
yang berkesinambungan dan progresif. 
4.1.4 Tujuan 
Tujuanyang ingin dicapai yaitu semua hak dan kewajiban daerah yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan  
kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk 
mengimplementasikan misi yaitu. 
1. Peningkatan pendapatan dan pengawasan yang sinergitas;  
2. Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
SKPD yang akuntabel dan professional; dan 
3. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan daerah yang berdedikasi tinggi, 
bertanggungjawab memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola 
pendapatan dan belanja daerah. 
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4.1.5 Sasaran 
Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah 
yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan 
keterampilan dalam mengelola pendapatan serta aset daerah maka ditetapkan 
sasaran sebagai berikut. 
1. Menyiapkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dalam mendukung 
tugas pokok dan fungsi. 
2. Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan 
administrasi keuangan dinas. 
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, 
serta pengkajian, pengelolaan dan pengadministrasian dana perimbangan 
dan meningkatkan tertib administrasi pemanfaatan aset, serta optimalisasi 
asset. 
4. Tercapainya peningkatan penerimaan daaerah dengan kenaikan rata-rata 
pendapatan asli daerah sebesar 10% pertahun dan tercapainya penurunan 
angka defisit belanja sebesar 5% per tahun 
4.1.6 Strategi 
Strategiyang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal 
yang sudah ada seperti halnya peraturan daerah, keputusan bupati, peraturan 
bupati, sumber daya manusia, potensi wajar pengecualian, pusat kegiatan 
wilayah dan kemauan politik untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. 
Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya tour of 
duty dan tour of area, aplikasi reward and funisment,kelambatan penyesuaian 
terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan 
dipihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya 
fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran 
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masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertumpuk pada waktu yang 
bersamaan. Berdasarkan gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan 
dilaksanakan terdiri dari 6 (enam) strategi yaitu. 
1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian 
pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah;  
2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk 
mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan 
anggaran belanja daerah yang akuntabel;  
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan 
pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi SKPD;  
4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja 
daerah;  
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang 
pelayanan prima; dan 
6. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan 
pemenuhan SDM yang handal.  
 
4.1.7 Kebijakan  
Kebijakan organisasi dilakukan dengan cara mensinerjikan lingkungan 
strategis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan 
dalam critical success factors untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit 
permasalahan yang rumit dan kompleks dan disederhanakan dalam penanganan 
yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang 
tergambar dalam diagram sebagai berikut. 
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Sumber: DPKAD Pemkab Pangkep 
Gambar 4.1 Tahapan Kebijakan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Pangkep 
 
 
Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan 
kegiatan adalah sebagai berikut. 
1. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan 
mikro. 
2. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan 
pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. 
3. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. 
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan 
bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. 
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5. Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana dalam penunjang sistem 
pelayanan prima. 
4.1.8 Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: DPKAD Pemkab Pangkep 
 Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPKAD Pangkep 
Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah 
(DPKAD) Pemkab Pangkep adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di 
bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dinas Pengelola 
Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 22 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas 
Pengelola Keuangan Daerah memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian 
kewenangan/urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 
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yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Adapun Fungsi Dinas Pengelola Keuangan 
Daerah Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:  
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 
dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya. 
4. Pengusulan penunjuk kuasa BUD. 
5. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. 
6. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas dan rumah tangga dinas. dan 
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan 
fungsinya. 
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari 
kekuasaan pemerintahan pada prinsipnyadipegang oleh Bupati selaku Kepala 
Pemerintahan Daerah. Kekuasaan tersebutkemudian dikuasakan kepadaKepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola 
KeuanganDaerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
selaku pejabat pengguna anggaran/barang  sesuai Permendagri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
a. Kepala Dinas Pengelola selaku PPKD. 
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 
2. Melaksanakan fungsi BUD. 
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3. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung- 
jawaban pelaksanaan APBD. 
4. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. 
5. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah. 
6. Mengkoordinir penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu 
pendapatan dan belanjadaerah.  
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 
kepala daerah. 
b. Kepala Dinas Pengelola selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). 
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. 
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD. 
3. Menetapkan/menandatangani SPD. 
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. 
5. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah. 
6. Melaksanakan pemungutan pajak daerah. 
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 
Pemerintah Daerah. 
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. 
9. Menyajikan informasi keuangan daerah. 
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 
barang milik daerah. 
11. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur 
ketersediaan dana yang cukup untukmendanai belanja daerah. 
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12. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban keuangan pada SKPD(dalam rangka Rekonsiliasi). 
13. Menanda-tangani surat pengesahan laporan pertanggung-jawaban 
pengelolaan penerimaaan. 
14. Menunjuk pejabat selaku kuasa BUD. 
 
4.1.9  Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Pengelola Keuangan 
Daerah  
 
Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Pengelola Keuangan 
Daerah mengacu pada. 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
b. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2008tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
c. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Berikut mekanisme kerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. 
a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan 
setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah 
setiap tahun;  
c. Struktur APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan 
Pembiayaan Daerah;  
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d. Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan asli daerah, 
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;  
e. Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari Belanja 
Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan dan dirinci menurut organisasi, 
program, jenis dan rincian obyek belanja;  
f. Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;  
g. Penyampaian rancangan kebijakan umum (KUA) dan PPAS tahun 
anggaran berdasarkan RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD 
kepada kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD;  
h. Pembahasan prioritas dan flapon anggaran sementara berdasarkan KUA 
yang disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD dalam 
penyusunan RKA; 
i. Menerima rencana kerja dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan 
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya;  
4.1.10 Sumber Daya Manusia 
 Demografi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu. 
Tabel 4.1 Demografi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 
 
NO 
NAMA 
JABATAN 
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 
JUMLAH 
1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 
2 Sekretaris 1 - - - - - 1 
3 Kepala 
Bidang 
2 1 - - - - 3 
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4 Subag / 
Seksi 
1 9 2 3 - - 15 
5 Fungsional - - - - - - - 
6 Staf 
/Pelaksana 
- 25 6 45 - - 76 
7 PTT/Honorer - 17 3 59 - - 79 
 JUMLAH 5 52 107 75 0 0 175 
Sumber: DPKAD Pemkab Pangkep 
 
 
4.1.11 Gambaran Implementasi SIMDA Keuangan pada DPKAD Pangkep 
 Dalam mengelola laporan keuangan, DPKAD pangkep sangat terbantu 
dengan adanya sistem aplikasi SIMDA Keuangan ini karena dapat memudahkan 
pegawai dalam menyusun laporan keuangannya, staf keuangan yang 
bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal menginput 
data-data transaksi ke dalam jurnal yang sudah terintegrasi langsung untuk 
membuat laporan keuangan. Aplikasi tersebut telah mencakup keseluruhan dari 
proses akuntansi, mulai dari pencatatan yaitu memasukkan/menginput transaksi 
sesuai dengan tanggal terjadinya kemudian diolah secara otomatis untuk menuju 
ke proses selanjutnya hingga membentuk sebuah laporan keuangan yang sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintahan. 
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan 
metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini 
akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan 
yang telah dipilih, informan tersebut adalah para pegawai/staf yang terkait 
langsung dengan proses akuntansi di DPKAD Pangkep. Hal ini untuk menjamin 
validitas informasi yang disampaikan. 
Data wawancara, data dokumentasi dan data obesrvasi langsung yang 
diperoleh, maka dilakukan organisasi data yaitu kategorisasi dan koding 
berdasarkan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk 
menemukan tema yang ada. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama 
yaitu “bagaimana pemahaman pegawai tentang Sistem Informasi Manajemen 
Daerah (SIMDA) Keuangan dan sejauh mana keberhasilan penerapan SIMDA 
Keuangan pada DPKAD Pangkep” ditemukan dua tema yaitu pemahaman 
makna SIMDA Keuangan dan tujuan penerapan SIMDA Keuangan. Hasil analisis 
data ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut ini. 
Tabel 4.2 Analisis Data untuk Pertanyaan Penelitian Pertama 
Triangulasi Tema yang 
ditemukan 
Informasi yang disampaikan 
(dari hasil wawancara) 
Kode 
wawancara 
Data-data lain 
Sistem akuntansi komputer 
untuk mengelola laporan 
keuangan pemerintah daerah 
PAB  
 
Observasi 
 
 
 
 
Pemahaman 
Makna SIMDA 
Keuangan 
Mempermudah proses 
penyajian RKA, DPA dan SPD 
untuk bagian penganggaran 
PAA 
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Mempercepat proses 
penyajian laporan keuangan 
PAC  
 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemahaman 
makna dan 
tujuan 
penerapan  
SIMDA 
Keuangan 
Mempermudah proses ekspor 
impor data antar SKPD  
PAC 
Terdapat tiga laporan yang 
diolah dengan menggunakan 
SIMDA Keuangan untuk 
bagian anggaran yaitu 
Rencana Kerja Anggaran 
(RKA), dokumen pelaksana 
anggaran (DPA), dan surat 
penyedia dana (DPA) 
 
 
PAA 
Surat yang dihasilkan dari 
pengolahan data oleh SIMDA 
Keuangan untuk bagian 
penatausahaan yaitu SPP, 
SPM, SP2D,dan STS 
 
PAB 
Laporan yang diolah dengan 
menggunakan SIMDA 
Keuangan yaitu Jurnal, Buku 
besar, laporan realisasi, 
laporan arus kas dan neraca 
 
PAC 
RKA merupakan laporan yang 
memuat tentang rencana 
pendapatan, belanja dan 
pembiayaan 
PAA  
DPA memuat tentang dasar 
pelaksanaan anggaran untuk 
pendapatan, belanja dan 
pembiayaannya, 
PAA 
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SPP diajukan oleh bendahara 
pengeluaran sebagai dasar 
penerbitan SPM 
PAB 
SP2D atau surat perintah 
pencairan dana merupakan 
dokumen yang digunakan 
sebagai dasar untuk pencairan 
dana yang diterbitkan oleh BUD 
PAB 
Keterangan : Kode wawancara (Inisial responden) 
  PAA (Staf pelaksana SIMDA bag. Anggaran) 
  PAB (Staf Pelaksana SIMDA bag. Penatausahaan) 
  PAC (Staf Pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan pelaporan) 
Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua”faktor-faktor 
pendukung apa yang dimiliki oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(DPKAD) Pangkep sehingga mampu menerapkan Sistem Informasi Manajemen 
Daerah (SIMDA) Keuangan”, ditemukan 5 (lima) tema, yaitu komunikasi, 
sumberdaya manusia, kebijakan akuntansi serta disposisi/sikap. Hasil analisis 
data ditunjukkan dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.3 Analisis Data untuk Pertanyaan Kedua 
Triangulasi Tema yang 
ditemukan 
Informasi yang disampaikan 
(dari hasil wawancara) 
Kode 
wawancara 
Data-data lain 
Dilakukan sosialisasi sebelum 
penerapan 
PAB  
Observasi 
 
Komunikasi 
Mengenai penerapan SIMDA 
Keuangan telah 
dikomunikasikan sebelumnya 
meskipun secara tidak 
langsung 
 
PAC 
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Mengikuti diklat SIMDA dan 
pelatihan khusus 
 
PAB 
 
 
 
 
Obseravasi 
 
 
 
 
Sumberdaya 
manusia  
Peningkatan SDM melalui 
pelatihan, curah pikir/diskusi 
yang lebih khusus serta 
kordinasi 
PAA 
SDM yang memadai ditambah 
dengan mengikuti diklat 
khusus untuk masing-masing 
bidang seperti 
penatausahaan, 
penganggaran, akuntansi dan 
pelaporan. 
PAC 
Setuju dengan penerapan 
SIMDA Keuangan krn dapat 
mempercepat proses 
pelaporan keuangan 
PAC  
 
Observasi 
 
 
Disposisi/sikap 
Sangat membantu dan dapat 
mengefektifkan waktu 
KAA 
Terdapat struktur birokrasi 
yang baik khususnya terhadap 
pengawasan sehingga dapat 
mencegah terjadinya 
kegagalan terhadap sistem 
KAN  
Observasi 
 
Struktur 
birokrasi 
Keterangan :  KAA (Kepala DPKAD Pangkep) 
  KAN (Administrator/penanggungjawab SIMDA Keuangan) 
  
Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga “kualitas informasi 
yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan, ditemukan 3 (tiga) tema yaitu 
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akurasi, ketepatan waktu, serta relevan. Hasil analisis data ditunjukkan dalam 
tabel berikut. 
Tabel 4.4 Analisis Data untuk Pertanyaan Ketiga 
Triangulasi  Tema yang 
ditemukan 
Informasi yang disampaikan 
(dari hasil wawancara) 
Kode 
wawancara 
Data-data lain  
Informasi yang dihasilkan 
dapat diandalkan  
PAC Observasi Akurasi 
Tingkat kegagalan pada 
Sistem dapat diminimalisir 
sehingga penyajian laporan 
keuangan tepat pada 
waktunya. 
PAC  
Observasi 
 
Ketepatan waktu 
Setiap menu aplikasi yang 
terdapat dalam 
komputerisasi SIMDA 
Keuangan saling 
berhubungan atau 
terintegrasi. 
PAC  
Observasi 
 
Relevan 
 
 
Transaksi dikelompokkan 
sesuai dengan jenis nya 
masing-masing secara 
otomatis oleh Sistem 
PAC  
Observasi 
 Selanjutnya dilakukan interpretasi atas temuan yang ada dengan 
teori/konsep yang mendukung hasil penelitian. Adapun hasil penelitian dapat 
diuraikan sebagai berikut. 
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4.2.1 Pemahaman Makna SIMDA Keuangan 
 Ciri utama SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang rancang 
untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. 
Secara umum pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA 
Keuangan pada DPKAD Pangkep telah mengerti/paham tentang makna dan 
tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini terbukti dari wawancara dengan 
beberapa staf di DPKAD pangkep, diantaranya dengan PAB, seorang staf 
penatausahaan yang bertugas dalam pengoperasian SIMDA Keuangan yang 
mengatakan. “yang jelas SIMDA itu sebuah aplikasi komputer untuk mengelolah 
transaksi keuangan daerah” 
Hal senada juga diungkapkan oleh PAA seorang staf bagian anggaran yang 
mengatakan bahwa, “SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara 
terintegritas yang dirancang oleh BPKP untuk mengolah data keuangan 
pemerintah daerah”. Dalam wawancara dengan salah seorang staf bagian 
akuntansi yang berinisial PAC, staf tersebut mengungkapkan bahwa. 
“sebenarnya penerapannta tidak dipaksakan, ini hanya salah satu 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan pada semua 
SKPD atau instansi pemerintah di pemkab ini..” 
 
Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa : 
“sebelum dilakukan penerapan, terlebih dahulu dilakukan kajian atau diklat 
khusus antara BPKP dan pengguna sistem yaitu kami sendiri. Kajian berisi 
mengenai manfaat atau tujuan penggunaan SIMDA keuangan serta 
prosedur pelaksanaannya….” 
 
Pendapat beberapa pegawai tersebut di atas telah sesuai dengan 
pengertian SIMDA keuangan secara umum menurut BPKP (2007:21) yaitu 
sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses 
pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Menurut George C.Edward dalam subarsono “sebuah implementasi akan 
berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh 
individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, 
konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dan tujuan perlu 
dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun 
tujuan kebijakan itu. Berikut ini hasil wawancara mengenai pemahaman pegawai 
tentang tujuan dari penerapan SIMDA keuangan pada DPKAD Pangkep. 
PAA salah seorang staf anggaran mengungkapkan bahwa. 
“sebelum menerapkan sebuah kebijakan, tentu kita harus mengetahui 
terlebih dahulu manfaat dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Demikian 
halnya dengan penerapan SIMDA ini, singkatnya salah satu tujuan dari 
penerapan sistem ini yaitu untuk memperbaiki sistem pengolahan data 
keuangan pemerintah dengan mengadakan transformasi dari sistem 
manual ke komputerisasi..” 
 
PAB salah seorang bagian penatausahaan juga mengungkapkan bahwa. 
“tujuan diterapkannya SIMDA keuangan ini untuk membantu 
pengolahan data keuangan, mempercepat proses penyusunan laporan 
keuangan, dan itu terbukti selama lima tahun sejak tahun 2007 
manfaatnya telah dirasakan. Proses penyajian laporan keuangan 
menjadi lebih mudah dengan adanya sistem ini…” 
 
 Hal yang senada juga diungkapkan oleh PAC, salah seorang pegawai 
yang juga memiliki wewenang untuk mengoperasikan SIMDA keuangan. Dalam 
wawancara dengan staf tersebut, beliau mengungkapkan, “yang saya pahami 
dan sesuai dengan yang saya kerjakan, SIMDA Keuangan itu mempermudah 
proses penyajian RKA, DPA, dan SPD, data tinggal diinput  dan otomatis akan 
terolah sendiri….” 
 Ketika ditanyakan kepada PAC, pegawai yang bertugas untuk membuat 
laporan keuangan DPKAD Pangkep, pendapat yang serupa pun dilontarkan. 
Dalam wawancaranya beliau mengungkapkan, “selain mempercepat penyajian 
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laporan keuangan, simda keuangan mempermudah ekspor import data antar 
SKPD, tinggal colok flaskdisk data langsung terkirim secara otomatis” 
 Wawancara di atas menunjukkan bahwa pegawai DPKAD pangkep telah 
mengetahui secara umum tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Menurut 
BPKP (2007:25) program aplikasi SIMDA keuangan adalah suatu program 
aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan 
keuangan daerah secara terintegrasi.  
 Setiap pegawai yang memiliki kewajiban dalam pembuatan laporan 
keuangan merasakan manfaat yang sama dari penerapan SIMDA keuangan 
yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pangkep. Manfaat 
penerapan SIMDA ini tergambar dari hasil wawancara kepada beberapa pegawai 
DPKAD Pangkep yang menunjukkan bahwa SIMDA keuangan mempermudah 
dalam proses pengolahan data keuangan, dimana pegawai hanya bertugas 
untuk menginput data dan kemudian akan terproses secara otomatis. Hal ini 
membuat proses pelaporan keuangan menjadi lebih mudah serta dapat 
mengefektifkan waktu peyusunan laporan keuangan. 
 Selain pemahaman pegawai mengenai manfaat dan tujuan dari 
penerapannya, untuk menambah gambaran pemahaman pegawai mengenai 
SIMDA keuangan, pegawai juga perlu memahami setiap input yang akan diolah 
atau diproses dengan menggunakan SIMDA keuangan serta output yang akan 
dihasilkan dari proses pengolahannya. Adapun output yang dimaksud dari proses 
pengolahan data pada SIMDA keuangan merupakan elemen-elemen laporan 
keuangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam permendagri 13 tahun 
2006. 
Berikut hasil wawancara dengan beberapa pegawai pada DPKAD Pangkep : 
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PAA salah seorang staf bagian penganggaran mengungkapkan bahwa : 
 “yah sebenarnya begini dek, disini ka nada 3 macam laporan yang kita 
buat, ada RKA, DPA, dan SPD. Nah peran SIMDA disini yah untuk 
membantu kita dalam pembuatan laporan itu tadi. Kita tidak perlu lagi 
dong mencatat-catat, kita hanya tinggal perlu input datanya masing-
masing ke komputer, nah SIMDA itu yang akan bekerja secara otomatis. 
Tinggal print, jadi kan lebih gampang” 
 
 PAB salah seorang staf penatausahaan juga mengungkapkan bahwa: 
 “kalau dibagian ini output yang dihasilkan itu ada 5 macam, tapi itukan 
kita perlu input satu per satu ke komputer, nah setelah kita input, hasil 
inputan tadi itu tinggal kita print dari komputer tadi, hasil print itu yang 
kita sebut output, outputnya itu sendiri terdiri dari 5 macam laporan yaitu 
SPP, SPM, SP2D, STS dan surat pengendalian..” 
 
 Pada bagian akuntansi dan pelaporan, PAC salah seorang staf yang 
memiliki wewenang mengoperasikan SIMDA keuangan mengungkapkan 
beberapa output yang dihasilkan oleh SIMDA keuangan. berikut hasil 
wawancaranya : 
 “yah seperti biasa lah dek kalau dibagian akuntansi, mulai dari jurnal 
sampai laporan keuangan. semua itu diolah dengan menggunakan 
media komputerisasi, itulah yang disebut SIMDA Keuangan, sama 
seperti dibagian lain, kami hanya bertugas menginput data ke dalam 
sistem dan mengawasi proses pengolahannya sampai menghasilkan 
laporan yang kita inginkan…” 
 
 Wawancara tersebut memperjelas bahwa setiap pegawai telah 
memahami makna SIMDA Keuangan secara umum yang diperlukan dalam 
pelaksanaan sebuah kebijakan. Pemahaman tersebut terlihat dari pengetahuan 
pegawai tentang pengertian, manfaat dan tujuan serta output yang dihasilkan 
dari pengolahan data dengan menggunakan sistem tersebut. 
 Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan SIMDA keuangan dibutuhkan 
pemahaman pegawai yang lebih mendalam. Penjelasan mengenai gambaran 
pelaksanaan SIMDA keuangan hanya dapat penulis jelaskan sebatas mengenai 
input dan outputnya saja, mengingat SIMDA Keuangan merupakan sebuah 
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aplikasi komputer yang memiliki komponen-komponen yang bekerja secara 
otomatis, dimana proses otomatisasi tersebut hanya dapat dijelaskan oleh 
tenaga yang ahli dibidangnya. 
 Berikut ini hasil wawancara untuk menggambarkan proses pelaksanaan  
kerja SIMDA keuangan terkait mengenai proses penginputan data sampai 
dengan menghasilkan sebuah output adalah sebagai berikut : 
 PAA salah seorang staf/pegawai bagian anggaran mengungkapkan 
bahwa : 
 “.. yah RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencara 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai dasar 
pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR. RKA tadi merupakan input 
yang menjadi dasar pembuatan DPA” 
 
 Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa : 
“… kalau RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, nah di DPA ini 
memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja 
dan pembiayaannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk dibuatkan 
SPD oleh BUD yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar 
pembuatan SPP atau surat permintaan pembayaran. Berarti input yang 
menjadi dasar pembuatan SPD adalah DPA, sedangkan SPD menjadi 
input pembuatan SPP..” 
 
Salah seorang staf penatausahaan yang berinisial PAB juga 
mengungkapkan: 
“…setelah surat permintaan pembayaran atau SPP diajukan oleh 
bendahara pengeluaran, kemudian diterbitkanlah SPM (output) 
berdasarkans SPP (input) tadi  yang kemudian diajukan kepada kuasa 
BUD untuk penerbitan SP2D..” 
  
Penjelasan staf tersebut berlanjut pada wawancara berikut ini : 
 “…SP2D (output) atau surat perintah pencairan dana itu adalah dokumen 
yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana dan diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM (input) atau surat perintah membayar ..” 
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PAC salah seorang staf bagian akuntansi kemudian menjelaskan bahwa : 
“.. bagian kami tinggal membuat jurnal dan laporan keuangan.Jurnal (input) 
merupakan dasar pembuatan buku besar (output), sedangkan buku besar 
merupakan input yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan seperi 
laporan arus kas, neraca dan laporan lainnya. Input dan output ini diolah 
secara otomatis oleh sistem, pekerjaan kita dimudahkan karena kita hanya 
bertugas untuk menginput data yang menjadi dasar pengolahan output 
yang diinginkan..”  
 
Selanjutnya salah seorang staf lain yang berada pada bagian sama juga 
menambahkan bahwa : 
“… disinilah peran SIMDA Keuangan dek, bahwa SIMDA Keuangan 
memudahkan dan mempercepat semua proses, kami tinggal menginput 
data ke dalam program dan kemudian terolah sendiri.  Tetapi kamipun 
tetap harus berhati-hati karena kesalahan seringkali terjadi pada saat 
proses penginputan data…” 
 
Ungkapan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa pegawai DPKAD 
Pangkep telah memahami proses pelaksanaan SIMDA keuangan yang berkaitan 
dengan input dan output data yang dihasilkan. Hal tersebut menambah 
pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai makna dan proses 
pelaksanaan SIMDA keuangan secara umum. 
Secara umum pegawai pada DPKAD pangkep telah mengetahui makna 
SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, 
manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari 
hasil pengolahannya. Hal tersebut tentunya memperkuat pemahaman mereka 
dalam memanfaatkan penerapan SIMDA keuangan.  
Berikut ilustrasi gambar dari hasil wawancara yang peneliti berusaha 
gambarkan ke dalam sebuah flowchart sederhana berkaitan dengan pengolahan 
data dengan menggunakan SIMDA Keuangan. 
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1. Bagian Anggaran 
a. Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
 
 
 
 
b. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 
 
 
 
 
 
c. Surat Penyediaan Dana (SPD) 
 
 
 
 
 
2. Bagian Penatausahaan 
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
 
 
  
Menu RKA-SKPD SKPD 
Menu Penganggaran SKPD 
DPA-SKPD 
RKA 
RKA 
DPR 
DPA BUD 
DPA BUD 
Aplikasi SIMDA 
Menu          SKPD         Penganggaran 
                                          SPD SKPD                         
SPD 
SPD B. Pengeluaran 
Aplikasi Simda Keuangan 
Menu      SKPD      Tata usaha      SPP 
SPP PA/KPA 
54 
 
 
 
b. Surat Perintah Membayar (SPM) 
 
 
 
 
 
 
 
c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
 
 
 
 
 
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
 
 
 
 
 
 
 
SPP PPK 
Aplikasi Simda Keuangan 
Menu      SKPD      Tata usaha      SPM 
 
SPM  PA/KP BUD 
SPM BUD 
Aplikasi Simda Keuangan 
Menu      SKPD      Tata usaha        SP2D 
SP2D SPJ 
Jurnal 
B. Besar 
LRA 
Transaksi 
LAK 
B.Pembantu SIMDA 
KEUANGAN 
Neraca 
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Ilustrasi gambar di atas menunjukkan gambaran pelaksanaan SIMDA 
keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah 
kabupaten Pangkep. SIMDA keuangan bekerja secara terintegritas yang terbagi 
ke dalam 3 bagian yaitu, 
a. bagian anggaran.  
b. Penatausahaan,  
c. akuntansi dan pelaporan. 
Setiap bagian bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, bagian 
anggaran bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA), 
dokumen pelaksana  anggaran (DPA), serta surat penyedia dana (SPD). Bagian 
penatausahaan bertanggungjawab untuk menyusun surat perintah pembayaran 
(SPP), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) 
serta surat surat lainnya, sedangkan bagian akuntansi bertanggungjawab untuk 
menyusun laporan keuangan. 
Laporan-laporan tersebut diproses secara otomatis dengan menggunakan 
SIMDA keuangan seperti yang terlihat pada flowchart di atas, setiap pegawai 
yang bertanggungjawab menyusun laporan hanya bertugas menginput data ke 
dalam sistem dan secara otomatis akan terolah sendiri sampai menghasilkan 
output yang diinginkan. Hal tersebut memudahkan tanggungjawab yang harus 
dikerjakan oleh para pegawai. 
Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang staf penatausahaan, PAB 
mengungkapkan bahwa, “yah jelas, sejak sistem tersebut diterapkan kami 
merasa sangat terbantukan dalam penyusunan RKA, DPA, dan SPD. Begitu pula 
dengan bagian-bagian lainnya, pekerjaan menjadi lebih mudah namun tetap 
memerlukan pengawasan” 
56 
 
 
 
4.2.2 Faktor-Faktor Pendukung yang Dimiliki oleh DPKAD Pangkep dalam 
penerapan SIMDA Keuangan  
Penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh Pemkab Pangkep 
khususnya oleh DPKAD Pangkep tentunya tidak lepas dari prakondisi yang 
menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung 
yang dimiliki untuk menerapkan SIMDA Keuangan pada DPKAD Pangkep adalah 
sebagai berikut:  
4.2.2.1 Komunikasi 
 Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 
penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian 
tujuan kebijakan, gdalam hal ini kebijakan penerapan SIMDA Keuangan. 
Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara 
tepat dengan para pelaksana. 
 Komunikasi dalam bentuk sosialisasi pada DPKAD Pangkep mengenai 
penerapan SIMDA Keuangan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
wawancara dengan PAB selaku staf bagian penatausahaan. Berikut kutipannya :  
 “…yah tentu dek, sebelum diterapkan sudah ada komunikasi dari atasan, 
kalau ada kebijakan baru yang akan diterapkan, termasuk aplikasi terbaru 
maka akan disosiallisasikan terlebih dahulu oleh atasan. Tentang tujuan 
kebijakan atau manfaat penerapannya..” 
 
 Hal serupa juga dinyatakan oleh PAC, beliau mengatakan : 
 “..Pasti sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, baik dari atasan ke 
bawahan ataupun antara sesama pegawai. Tidak mungkin kita 
menerapkan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu..” 
  
Wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi telah aktif 
dilaksanakan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keaktifan para pegawai 
untuk menggali sumber informasi yang memadai baik melalui diskusi atapun 
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tukar pikiran. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan PAA, pegawai bagian 
anggaran. Beliau mengatakan bahwa : 
 “Sebenarnya dari dulu komunikasi dan sosialisasi tentang penerapan 
SIMDA Keuangan ini sudah ada, Cuma bertahap dan kadang-kadang 
secara tidak langsung, yah contohnya lewat diskusi sama kepala kantor 
dan pegawai yang bertugas pada bagian yang sama atau kadang-kadang 
juga sering bertukar pikiran tentang penerapan SIMDA Keuangan itu.. “ 
 
Informasi yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan 
yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Unsur yang mungkin 
berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan diantaranya 
yaitu komunikasi yang cukup kepada para implementor 
Penerapan kebijakan harus diterima oleh semua personil yang 
bersangkutan dan harus secara jelas serta akurat mengenai maksud dan tujuan 
dari kebijakan itu. Jika para implementor kebijakan bingung dengan apa yang 
akan dilakukan karena adanya ketidakjelasan informasi yang disebabkan 
kurangnya komunikasi, tentu saja jika dipaksakan maka tetap tidak akan 
mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan teori implementasi 
kebijakan menurut Edward III (1980) dimana komunikasi merupakan faktor 
penentu keberhasilan penerapan. 
 Berdasarkan analisis tersebut diatas, ditemukan bahwa untuk penerapan 
SIMDA Keuangan yang optimal pada DPKAD Pangkep didukung oleh adanya 
komunikasi atau sosialisasi yang aktif baik dari atasan kepada pegawai maupun 
antar pegawai. 
4.2.2.2 Sumber Daya Manusia 
 Faktor penting lain yang merupakan penentu keberhasilan penerapan 
suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena 
itu berbagai upaya telah ditempuh oleh DPKAD Pangkep guna meningkatkan 
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pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi faktor pendukung 
pelaksanaan SIMDA Keuangan. Hal ini tersirat dalam wawancara dengan PAB, 
yang mengatakan 
 “Salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM disini khusnya 
dalam pengoperasian SIMDA Keuangan, dilakukan pelatihan khusus atau 
diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP” 
 
Selain itu dalam wawancara dengan PAA, beliau mengatakan bahwa : 
 “Peningkatan SDM itu tidak hanya bisa dilakukan dengan pelatihan-
pelatihan, tapi bisa juga melalui curah pikir/diskusi yang lebih khusus 
tentang pengoperasian sistem ini.” 
 
 PAC yang merupakan staf bagian akuntansi dan pelaporan berpendapat 
bahwa keahlian yang dimiliki oleh SDM DPKAD Pangkep sudah cukup memadai 
untuk mengoptimalkan penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini tersirat dalam 
wawancara dengan beliau yang menyatakan bahwa : 
 “Saya kira SDM kantor ini sudah memadai untuk penerapan SIMDA ini, 
buktinya aplikasi ini mampu dikuasai dan digunakan sebagaimana 
mestinya, apa lagi sering juga diadakan diklat-diklat baik untuk bagian 
anggaran, penatausahaan maupun akuntansi dan pelaporan” 
 
 Hasil wawancara diatas sejalan dengan pendapat Edward III, menurutnya 
keahlian dari para pelaksana menjadi salah satu komponen penting sumber daya 
untuk penerapan kebijakan, olehnya itu jika jumlah staf pelaksana kebijakan 
terbatas maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan 
kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Sumber 
daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) akan berakibat 
pada tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna karena mereka 
tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. 
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 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diketahui bahwa ternyata dalam 
penerapan SIMDA Keuangan pada DPKAD Pangkep didukung oleh beberapa 
faktor dalam hal SDM nya, yaitu : 
1. Sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam 
jumlah maupun kapasitasnya, 
2. Untuk penerapan SIMDA Keuangan, pegawai dibekali dengan pelatihan 
rutin, seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya, 
3. Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan 
mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan 
aplikasi  SIMDA keuangan antar pegawai serta kordinasi yang baik. 
4.2.2.3 Disposisi/Sikap 
 Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan 
adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan 
maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan 
mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan 
mengalami banyak masalah (Edward III : 1980) 
 Dalam hal disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari 
para implementor karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA Keuangan 
akan membawa dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan 
SIMDA Keuangan. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan PAC, staf 
bagian akuntansi dan pelaporan yang mengatakan bahwa, “saya setuju dengan 
penerapan sistem ini, karena dapat mempercepat proses pelaporan keuangan ..” 
 Pendapat serupa juga dinyatakan oleh PAB, staf bagian penatausahaan. 
Dalam wawancaranya beliau mengatakan, 
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 “Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon baguslah penerapan sistem 
ini, karena sangat membantu kita dalam memproses seluruh transaksi 
keuangan pemerintah, lebih mengefektifkan waktu, pokoknya sangat 
membantu lah” 
  
Tentunya penerapan SIMDA Keuangan ini berjalan lebih baik karena 
didukung oleh peraturan dan pedoman khusus yang memadai. Hal ini dinyatakan 
oleh PAA, staf bagian anggaran DPKAD Pangkep, “Ya.. setuju aja karena 
memang penerapannya berdasarkan peraturan khusus yaitu permendagri 13 dan 
pedoman yang mendukung penerapannya” 
 Wawancara di atas menunjukkan bahwa respon pegawai atas penerapan 
SIMDA Keuangan di DPKAD Pangkep cukup baik sehingga penerapannya dapat 
terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap 
pegawai. 
 Ketika ditanyakan kepada Kepala DPKAD Pangkep mengenai 
pendapatnya tentang penerapan SIMDA Keuangan, beliau pun sangat setuju. 
Dalam wawancaranya beliau mengatakan, “Saya sangat setuju dengan 
penerapan SIMDA Keuangan ini, karena sangat membantu terutama dalam hal 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan” 
  
 Wawancara tersebut mengindikasikan bahwa dalam penerapan SIMDA 
Keuangan pada DPKAD Pangkep juga mendapatkan dukungan penuh dari 
Kadis, sehingga tidak heran jika para pegawai dapat menjalankannya secara 
optimal. 
 Disamping itu, untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal, 
implementor juga perlu mengetahui alasan mengapa kebijakan tersebut dibuat. 
Ketika ditanyakan kepada PAC salah seorang staf akuntansi, staf tersebut 
mengungkapkan bahwa : 
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 “ saya kira yang paling mengetahui alasan kebijakan tersebut diterapkan 
adalah para pembuat kebijakan, salah satunya adalah ibu kadis. Tapi 
menurut saya sendiri, alasan utama mengapa kebijakan ini perlu 
diterapkan adalah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan 
pemerintah khususnya kab.pangkep, yah dengan menerapkan kebijakan 
ini, secara tidak langsung sistem pengolahan keuangan kita meningkat 
karena adanya peralihan dari sistem manual ke komputerisasi” 
 
 Ketika ditanyakan kepada kepala DPKAD Pangkep, kepala dinas DPKAD 
Pangkep mengungkapkanbahwa : 
 “kebijakan ini kan diatur dalam peraturan pemerintah, dimana kita 
berkewajiban untuk memanfaatkan kemajuan tekhnologi informasi. Disini 
kita merasa perlu untuk mengembangkan dan memanfaatkan peraturan 
tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan 
kita” 
 
Berdasarkan analisis hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui 
bahwa selain sikap pegawai yang menerima dan mampu melaksanakan 
kebijakan dengan baik dan senang hati selaku implementor kebijakan, komitmen 
kepala kantor/pimpinan sebagai bentuk dukungan sangat dibutuhkan dalam 
mencapai optimalisasi penerapan SIMDA Keuangan pada DPKAD Pangkep. Hal-
hal tersebutlah yang menjadi nilai tambah yang dimiliki oleh DPKAD Pangkep 
sehingga mereka mampu menerapkan kebijakan tersebut. 
4.2.2.4 Struktur Birokrasi 
 Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola 
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam 
menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama 
banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi 
dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarkis 
terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan 
pelaksana (Edward III : 1980) 
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 Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses 
pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan pada DPKAD Pangkep sudah cukup 
baik. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dengan KAN, salah seorang 
administrator sekaligus penanggungjawab SIMDA Keuangan pada DPKAD 
Pangkep. Beliau mengatakan bahwa : 
 “Disini kita ada empat orang administrator atau penanggungjawab SIMDA 
Keuangan, jadi kita bertugas untuk mengawasi jalannya penerapan sistem 
itu. Sejauh ini sistem tidak pernah bermasalah, karena sebelum terjadi kita 
telah melakukan antisipasi terlebih dahulu, contohnya kita ada server 
cadangan, jadi jika sistem mengalami masalah, server cadangan dapat 
digunakan. SKPD lainpun tidak pernah mengeluh dengan laporan-laporan 
kita. Itulah gunanya tim admistrator sebagai penagawas sekaligus pegawai 
di kantor ini,.” 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur birokrasi 
khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan SIMDA 
Keuangan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah 
terhambat oleh SIMDA Keuangan. Dengan adanya pengawasan yang baik dan 
perhatian khusus oleh tim administrator bentuk kegagalan yang disebabkan oleh 
sistem dapat diantisipasi, contohnya dengan pengadaan server cadangan. Hal 
tersebut membuktilan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pengawasan 
juga memegang peranan penting dalam mendukung penerapan SIMDA 
Keuangan. 
 Selain faktor pendukung yang telah dijelaskan di atas, untuk menciptakan 
sebuah aransemen kebijakan yang ideal jika tidak didukung oleh nilai-nilai moral 
dan kapasitas pejabat yang baik maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan 
dengan baik dan bermanfaat (Awan Setiawan, 2009). Dari hasil penelitian pada 
DPKAD Pangkep, ditemukan berbagai nilai-nilai yang dimiliki sehingga mampu 
menerapkan SIMDA keuangan sebagai salah kebijakan dalam pengolahan 
keuangannya. 
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 Dalam wawancara dengan PAB, salah satu staf bagian penatausahaan, 
beliau mengatakan bahwa : 
 “ untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, DPKAD 
pangkep selalu berpegang pada nilai-nilai integritas, komitmen dan 
ketulusan. Nah, untuk menerapkan berbagai kebijakan baru khususnya 
dalam penerapan SIMDA keuangan, tentunya nilai tersebut tidak hanya 
harus dipertahankan tetapi juga senantiasa ditingkatkan dengan didukung 
oleh sumber daya manusia yang professional, yang mahir dibidangnya 
masing-masing” 
  
 Selanjutnya staf tersebut mengungkapkan bahwa : 
 
(1) Integritas 
“Perlu adanya integritas yang tinggi dek, jika integritas tidak dijunjung 
tinggi maka yang namanya penyelewengan dan penyalahgunaan 
mudah terjadi” 
 
(2) Komitmen  
“sedangkan komitmen berpengaruh dalam hal profesionalisme atas 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya, sistem yang 
kita gunakan untuk mengolah data keuangan adalah sistem 
komputerisasi SIMDA, maka kita harus komitmen dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan, jangan setiap tahun diadakan pergantian 
apalagi tanpa alasan yang jelas. Kalau seenaknya diganti, itu 
namanya tidak professional dong” 
 
(3) Ketulusan 
“Ketulusan dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, 
percuma mengerjakan sesuatu kalau tidak tulus apalagi jika 
menguntungkan karena hasilnya cenderung tidak maksimal. Untuk 
menerapkan kebijakan yang baru, dibutuhkan sebuah kesungguhan 
dan ketekunan. Jika ketulusan untuk mengerjakan sesuatu itu tidak 
ada, maka kita tidak bisa sungguh-sungguh dan tekun untuk bekerja. 
Jadi ketulusan itu perlu bukan hanya dalam penerapan SIMDA 
keuangan ini, tapi untuk menjalankan pekerjaan dan kebijakan lain 
yang diterapkan” 
 
 
Pendapat tersebut di atas hampir senada dengan yang diungkapkan 
oleh PAC salah seorang staf akuntansi. Staf tersebut berpendapat bahwa nilai-
nilai yang seharusnya dianut adalah integritas, komitmen, ketulusan, serta 
profesionalisme. Hal tersebut tercermin dari hasil wawancara berikut : 
“kita selalu berpegang pada integritas, komitmen dan ketulusan, 
menurut saya itu yang paling penting dijaga oleh setiap pegawai disini 
karena nilai-nilai itu yang menjadi ciri tersendiri dari DPKAD pangkep.” 
 
(1) Integritas 
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“integritas seorang pegawai berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 
yang maksimal, jadi kalau pegawai bekerja dengan baik sesuai 
dengan aturan-aturan yang berlaku seperti pedoman yang mengatur 
tentang pengoperasian SIMDA Keuangan maka akan lebih gampang 
meraih apa yang akan dituju dari penerapan tersebut” 
 
(2) Komitmen 
“selanjutnya harus komitmen, kalau sudah yakin menerapkan SIMDA 
Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. maka kita perlu 
berkomitmen untuk itu. Jika kantor ini sudah mengambil keputusan 
untuk menerapkan SIMDA keuangan , maka untuk tahun-tahun 
kedepannya kita harus komitmen untuk tetap menggunakan sistem 
ini. Kembali lagi sama SDM nya, apakah sudah siap betul, kalau 
belum siap lantas diterapkan kan sama saja, bisa-bisa penerapannya 
asal-asalan. Itulah gunanya pelatihan, sosialisasi, diklat seperti yang 
sering dilakukan pegawai disini. 
 
(3) Ketulusan 
“asal kita tulus untuk menjalankan sesuatu pasti selalu ada jalan 
untuk mencapainya, jika kita tulus menjalankan sesuatu pastinya kita 
semangat untuk mengerjakan agar apa yang mau dicapai bisa 
tercapai. 
 
Wawancara di atas diketahui bahwa nilai integritas diperlukan dalam 
pencapaian tujuan yang maksimal karena dengan menanamkan nilai integritas, 
pegawai bekerja dengan baik sesuai dengan aturan aturan yang berlaku 
sehingga tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan dapat dihindari. Hal tersebut 
sesuai dengan defenisi dari integritas yakni berfikir, berkata, berperilaku, dan 
bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kepada kode etik dan 
prinsip-prinsip moral. Selain itu juga diperlukan adanya komitmen dari pegawai 
sebagai aparat pelaksana kebijakan yang berpengaruh dalam menciptakan 
profesionalisme atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. 
Sedangkan nilai ketulusan penting untuk menunjang profesionalisme dalam 
melaksanakan pekerjaan 
 Menurut PAA salah seorang staf anggaran, profesionalisme dalam 
bekerja adalah hal yang paling penting. Hal tersebut tersirat dari hasil wawancara 
sebagai berikut. 
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“kalau orang yang menjalankan kebijakan tidak professional, maka akan 
sulit untuk menerima dan menerapkan kebijakan baru dengan baik. 
Kantor ini selalu menempatkan orang-orang yang berkompeten untuk 
menjalankan tugas tertentu yaitu orang-orang yang sebelum penerapan 
telah mendapatkan bekal terlebih dahulu  lewat pelatihan-pelatihan dan 
sosialisasi dan sampai sekarang masih terus mendapatkan pelatihan 
untuk penyesuaian apabila terdapat perbaharuan terhadap sistem yang 
sama dalam rangka meningkatkan profesionalisme” 
 
Hasil wawancara tersebut sejalan dengan defenisi profesionalisme yang 
berarti bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh 
tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Ungkapan hasil wawancara di atas 
menunjukkan bahwa profesionalisme merupakan hal yang terpenting . DPKAD 
pangkep telah menganut nilai tersebut yang tercermin dengan keputusan untuk 
menempatkan orang-orang dengan kemampuan terbaik/berkompeten serta 
memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam 
rangka meningkatkan nilai profesionalisme.  
Ketika ditanyakan kepada kepala kantor DPKAD Pangkep mengenai 
pendapatnya tentang nilai-nilai yang dimiliki DPKAD sehingga mampu 
menerapkan SIMDA Keuangan, kadis DPKAD sepakat dengan pentingnya 
menanamkan nilai sinergi serta melakukan perbaikan di segala bidang untuk 
memberikan yang terbaik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut 
ungkapannya : 
“membangun hubungan kerja sama yang baik dengan pihak internal 
maupun eksternal juga mampu menunjang efektifitas dan kualitas atas 
pelayanan yang diberikan, apalagi kalau dibarengi dengan perbaikan-
perbaikan pada bidang-bidang yang perlu untuk disempurnakan. Misalnya, 
penerapan SIMDA keuangan merupakan salah satu bentuk 
penyempurnaan dibidang pengelolaan data keuangan dengan harapan 
agar dapat meningkatkan pengelolaan data keuangan” 
 
Selanjutnya beliau menambahkan : 
 
“yang terpenting adalah kita mau untuk terus melakukan perbaikan-
perbaikan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin sesuai dengan yang 
diharapkan” 
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Wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa selain nilai 
profesionalisme, juga dibutuhkan sinergi untuk menunjang efektifitas dan kualitas 
pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan defenisi nilai sinergi yaitu membangun 
dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang 
harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang 
bermanfaat dan berkualitas. Selain itu juga ditemukan nilai kesempurnaan, dalam 
hal ini berkaitan dengan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang 
untuk menjadi dan memberikan yang terbaik, sehingga mampu menerapkan 
SIMDA keuangan. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan bahwa untuk 
melaksanakan sebuah pekerjaan serta untuk penerapan SIMDA keuangan yang 
optimal pada DPKAD pangkep, terdapat nilai-nilai yang dianut dan senantiasa 
terus ditingkantkan antara  lain nilai integritas, nilai profesionalisme, komitmen, 
nilai ketulusan, nilai sinergi serta nilai kesempurnaan. 
4.2.3 Kualitas Informasi yang Dihasilkan dari Penerapan SIMDA Keuangan 
 Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika ouput yang 
dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan 
maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap 
gagal. Dari hasil penelitian pada DPKAD Pangkep, ditemukan berbagai beberapa 
karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan. 
 Untuk menjawab rumusan masalah ketiga ini, peneliti memilih hanya 
mewawancarai staf bagian akuntansi dan pelaporan karena peneliti menganggap 
mereka yang paling mengerti. Dalam wawancara dengan PAC, salah seorang 
staf akuntansi dan pelaporan. Beliau mengatakan bahwa. 
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1. Ketepatan waktu 
 “Setelah diterapkannya SIMDA Keuangan ini, setiap staf yang bertanggung 
jawab untuk menyajikan laporan keuangan menjadi termotivasi atau tidak malas 
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, itu karena apa dek ? karena 
mereka merasa terbantu dengan adanya sistem ini, dan penyajian laporan 
akhirnya tidak pernah terlambat sejak diterapkannya sistem ini, yah sampai 
sejauh ini juga sistem ini Alhamdulillah tidak pernah mengalami masalah, 
sehingga penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat, saya kira seperti 
itu….” 
2. Akurasi 
“yahhh.. sejauh ini tidak pernah ada keluhan dari SKPD lain tentang sistem ini, 
ekspor-import data juga lancar-lancar saja, itu kan berarti laporan kita tidak 
bermasalah…” 
3. relevan 
“Sudah jelas dong dek, setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya 
masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya 
menginput data kedalam sistem, dan sistem yang mengolahnya…..klo sistem 
tidak saling berhubungan, yah berarti sistemnya gagal dong” 
 
 Hasil wawancara tersebut sejalan dengan defenisi kualitas iniformasi dari 
ketiga karakteristik diatas yang berarti tepat waktu, saling berhungan, dan dapat 
diandalkan. Ungkapan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat 
kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada 
DPKAD Pangkep sudah cukup baik. Tertundanya penyajian laporan keuangan 
yang diakibatkan oleh kegagalan sistem hampir tidak pernah terjadi, justru 
pegawai menjadi termotivasi dengan adanya sistem ini karena sangat membantu 
dalam proses penyajian laporan keuangan. Setiap bagian dalam sistem bekerja 
saling secara integritas dan saling berhubungan satu sama lain, setiap transaksi 
dikelompokkan secara otomatis menurut jenisnya masing-masing oleh sistem, 
sehingga pegawai hanya bertugas untuk menginput data ke dalam sistem. Setiap 
laporan yang ditansfer ke SKPD lain tidak pernah mengalami keluhan semenjak 
diterapkannya sistem ini, hal ini membuktikan bahwa sistem ini telah bekerja 
dengan baik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai ringkasan kesimpulan, temuan 
studi yang didapatkan selama proses penelitian, pembahasan serta rekomendasi 
untuk membantu instansi lainnya mengetahui faktor-faktor yang sebaiknya 
dimiliki untuk menerapkan SIMDA Keuangan dengan lebih optimasl seperti pada 
DPKAD Pangkep serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan sistem 
tersebut. 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam 
penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat 
ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara umum pegawai di DPKAD Pangkep sudah memahami makna Sistem 
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara umum, yaitu sistem 
komputerisasi akuntansi yang diperuntukkan untuk pemerintah daerah untuk 
mengelola laporan keuanngan pemerintah daerah. 
2. SIMDA Keuangan terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian penatausahaan, 
bagian penganggaran, bagian akuntansi dan pelaporan. Dimana setiap 
bagian berkerja secara terintegrasi dan saling berhubungan satu sama 
lainnya. 
3. SIMDA Keuangan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, 
pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem, selanjutnya proses 
pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan 
keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem. 
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4. Output yang dihasilkan SIMDA Keuangan yaitu Rencana Kerja Anggaran 
(RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD) 
untuk bagian penganggaran. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat 
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) untuk bagian penatausahaan. Dan, jurnal, buku 
besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan 
neraca untuk bagian akuntansi dan pelaporan.  
5. Output yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan sesuai dengan elemen 
laporan keuangan yang diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006. 
6. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh DPKAD Pangkep untuk 
menerapkan SIMDA Keuangan secara optimal, antara lain : 
d. Komunikasi aktif. Untuk penerapan SIMDA Keuangan yang optimal pada 
DPKAD Pangkep didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi 
yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan 
sistem tersebut. Komunikasi dilakukan baik dari atasan kepada pegawai 
maupun antar sesame pegawai bersangkutan. 
e. Sumber Daya Manusia 
I. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPKAD Pangkep sangat 
mendukung proses penerapan SIMDA Keuangan. Sumber daya 
yang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya. 
II. Pelaksanaan program-progaram pelatihan rutin untuk peningkatan 
kualitas SDM, seperti pelatihan SIMDA, pendampingan dan diklat 
SIMDA. 
III. Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan 
mereka dengan curah piker/diskusi yang lebih khusus tentang 
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penerapan SIMDA Keuangan antar pegawai serta kordinasi yang 
baik. 
f. Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan 
penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala 
kantor/pemimpin. 
g. Struktur birokrasi yang berperan dalam pengawasan atas jalannya sistem 
aplikasi komputerisasi SIMDA Keuangan. 
7. Nilai-nilai yang dimiiliki DPKAD Pangkep sehingga mampu menerapkan 
SIMDA keuangan antara lain : 
a. Nilai integritas 
b. Nilai profesionalisme, komitmen 
c. Nilai sinergi 
d. Nilai ketulusan 
e. Nilai kesempurnaan 
8. Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan, antara 
lain: 
f. Ketepatan waktu. 
I. Penerapan SIMDA Keuangan sangat membantu pegawai akuntansi 
dan pelaporan dan menyusun laporan keuangan, sehingga pegawai 
termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan. 
II. Adanya antisipasi yang baik terhadap segala bentuk kegagalan 
terhadap sistem yang dapat mengakibatkan tertundanya proses 
pengolahan data keuangan seperti pengadaan cadangan server. 
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g. Akurasi   
Hampir tidak pernah terjadi keluhan antar SKPD atau pengguna laporan 
keuangan selama penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini membuktikan 
bahwa informasi yang dihasilkan dari pengolahan data pada sistem dapat 
diandalkan. 
h. Relevan  
I. Sistem bekerja secara otomatis dengan mengklasifikasikan 
transaksi sesuai dengan jenisnya masing-masing. 
II. Setiap bagian pada sistem saling berhubungan satu sama lain. 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini 
dalam rangka penerapan SIMDA Keuangan pada organisasi/instansi lain yang 
tertarik untuk menerapkan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi 
pengolahan data keuangannya yaitu perlu pengembangan atas pemahaman 
pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta 
memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi 
untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan seperti yang dimiliki oleh DPKAD 
Pangkep baik dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan 
yang paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen 
pemimpin dan pengawasan. Hal ini yang turut mendukung penerapan SIMDA 
Keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, 
laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu serta dapat diandalkan. 
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